PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pengaturan komposisi belanja
Desa yang ditetapkan dalam APBDesa telah
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa perlu dilakukan
penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan = Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);



Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018Nomor611);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR
7 TAHUN 2019 TENTANGPEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 23

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan sebagai berikut:



a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
anggaranbelanja Desa digunakan untuk mendanai:

1)

2)
3)
4)

penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja
operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun
tetangga dan rukun warga;

pelaksanaan pembangunan Desa;
pembinaankemasyarakatan Desa; dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah
anggaranbelanja Desa digunakan untuk mendanai:

1)
2)

3)

4)

S)

penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pembakal;

penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa;

penyediaan Jaminan Sosial bagi Pembakal dan Perangkat
Desa;

penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
dan

penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah
bengkok atau sebutan lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok
atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
TTD

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal : 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

H. AKHMAD TAMZIL



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR
31



